
BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR ( TAHUN 2023 

TENTANG 

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat ( 1 )  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 ten tang 
Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi 
Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 37 
Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

b.bahwa sehubungan dengan adanya penyederhanaan 
Birokrasi pada Pemerintah Daerah, maka perlu diatur 
kembali kelas jabatan sesuai dengan struktur organisasi 
perangkat daerah yang ada; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3452); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 



3. Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentang 

Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Norn.or 244, Tarnbahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Norn.or 5587), sebagairnana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Norn.or 238, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Norn.or 6481) ;  

4. Peraturan Pernerintah Norn.or 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tarnbahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Norn.or 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pernerintah Norn.or 72 Tahun 2019 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Norn.or 

187, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Norn.or 6402); 

5. Peraturan Pernerintah Norn.or 1 1  Tahun 2017 tentang 

rnanajernen Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Norn.or 63, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Norn.or 6037) sebagairnana telah 

diubah dengan Peraturan Pernerintah Norn.or 17 Tahun 

2020 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Norn.or 68, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Norn.or 64 77 ) ;  

6 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reforrnasi Birokrasi Norn.or 39 Tahun 2013 ten tang 

Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan instansi Pernerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Norn.or 

1636) ; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Barat Norn.or 8 

Tahun 2016 tentang Pernbentukan Susunan Perangkat 

Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Larnpung Barat 

Tahun 2016 Norn.or 1 ,  Tarnbahan Lernbaran Daerah 

Kabupaen Larnpung Barat Norn.or 391 ) ,  sebagairnana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Norn.or 14 Tahun 2021 

(Lernbaran Daerah Kabupaten Larnpung Barat Tahun 2021 

Norn.or 14, Tarnbahan Lernbaran 

Larnpung Barat Norn.or 439) ; 

Daerah Kabupaten 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati lampung Barat. 
4. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang- undangan. 
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang 

Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang 
meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam 
hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan 
kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 

6. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat 
ini. 

7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara 
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai 
faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas 
jabatan. 

8. Instansi Pemerintah adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan. 

9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 2 

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Lainnya 
dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan 
uraian se bagai beriku t: 

a. Lampiran I Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 

b. Lampiran II Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan 
Persediaan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung 
Barat; 

c. Lampiran III Daftar Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya, Kelas 
Jabatan dan Persediaan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat; 

d. Lampiran IV Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan 

e. Lampiran V Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan 
Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 



Pasal 3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 
Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 37) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Barat. 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal I [  /Aprt 2023 

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT, 

ttd. 

NUKMAN 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal (l  April 2023 

Pj.  SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 

ttd. 

ADI UTAMA 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR [ 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

NIP.19761020 200501 1 008 


